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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Menimbang

DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

. a bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan
wewenang Komis  Pemilihan  Umum  dalam
penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah adalah menyusun dan
menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan
pemilinan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan;

bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut
menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komis
Pemilihan Umum Proving dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota adalah menyusun dan
menetapkan pedoman teknis untuk tiap-tigp tahapan
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Mengingat

penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Provins dan Kabupaten/Kota
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

bahwa ketentuan BAB VI Bagian Kedelapan Paragraf
Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan
ketentuan BAB IV Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 sebagamana diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur
tentang pemilih dan penetapan pemilih;

bahwa ketentuan tersebut pada huruf a, huruf b, dan
huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
tersebut, telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Komis Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009
tentang Penetgpan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran
Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

bahwa dengan mendasarkan hal-hal tersebut pada huruf
a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta dengan
memperhatikan perkembangan keadaan dipandang
perlu mengganti Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Daam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepaa
Daerah;

bahwa berdasarkan hal —hal tersebut pada huruf a, huruf
b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman
Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
Daam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsg Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dagrah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrass Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4836);
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Memperhatikan :

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4924);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepada Daerah sebagamana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2008 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4865);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instans
Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
95 Tahun 2007;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun
2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komis Pemilihan Umum,
Komis Pemilihan Umum Provins, dan Komis
Pemilihan Umum Kabupaten/K ota sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2008, Peraturan Komis Pemilihan Umum
Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komig
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisass dan Tata Kerja
Sekretariat  Jenderal  Komiss  Pemilihan  Umum,
Sekretariat Komis Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komis
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Keputusan Rapat Pleno Komis Pemilihan Umum tanggal
20 Mei 2010;


http://www.djpp.depkumham.go.id

5 2010, No.302

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA
DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya
disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota
dan Wakil Walikota untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2008 atau penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan
Wakil Walikota yang telah dilaksanakan di daerah pemilihan (Provins
dan/atau Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 sebagamana diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provins dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disebut DPRD Provins dan DPRD
Kabupaten/Kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagal unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Komis Pemilihan Umum, Komis Pemilihan Umum Provins, Komite
Independen Pemilihan Provins Nanggroe Aceh Darussalam, Komis
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komite Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota di  wilayah Provinsg Nanggroe Aceh Darussalam,
selanjutnya berturut-turut disebut KPU, KPU Proving, KIP Provinsg NAD,
KPU Kabupaten/K ota, dan KIP Kabupaten/K ota.

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu
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di tingkat kecamatan atau nama |lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum.

Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang
dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di
tingkat desa atau nama lain/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS,
adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan
pemungutan suara di tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum .

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah
petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.

Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari
dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota
telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan
kartu tanda penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin.

10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS.
11. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2
Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :
a. mandiri;
b. jujur;
adil;
kepastian hukum;

T T@ o e

tertib penyelenggara Pemilu;
kepentingan umum;
keterbukaan;
proporsionalitas,
profesionalitas;
akuntabilitas;
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k. efisiens; dan
|. efektivitas.
Pasal 3

Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan
suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah genap berumur 17
(tuuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin mempunya hak
memilih.

Pasal 4

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar
sebagal pemilih.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

a. nyata-nyatatidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyal kekuatan hukum tetap; dan

c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan
Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan dari instansi yang
berwenang.

(3) Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam
daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 5

Pemilih yang telah terdaftar sebaga pemilih sebagamana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan
kartu pemilih.

Pasal 6

(1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah
pemilihan yang bersangkutan.

(2) Apabila seorang pemilih mempunyal lebih dari 1 (satu) tempat tinggal,
pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai
dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP)
untuk ditetapkan sebagal tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar
pemilih.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Pasal 7

Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data
kependudukan yang disampai kan pemerintah daerah.

Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan
data pemilih Pemilu terakhir.

BAB |1
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
Pasal 8

KPU Provins dan/atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 6 (enam) bulan
sebelum hari dan tanggal pemungutan suara memberitahukan kepada
Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan kepada KPU
Proving dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang akan digunakan dalam
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terinci untuk tiap
desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya.

Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data
Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sekurang-kurangnya,
meliputi :

a. Nomor urut;

b. Nomor KTP;

Nama lengkap;
Tempat/tanggal lahir (umur);
Jenis Kelamin

Status perkawinan;

Alamat tempat tinggal; dan

. Jenis cacat yang disandang.

S@Q@ ™o a o

Pasal 9

Sebelum penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dari Pemerintah Daerah
kepada KPU Proving atau KPU Kabupaten/Kota, terlebih dahulu dilakukan
koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsg atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dengan KPU Provins atau KPU Kabupaten/Kota
berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih.
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Untuk keperluan koordinass dengan Pemerintah Daerah Provins atau
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
DP4 dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir sebagal
bahan untuk penyusunan data pemilih/daftar pemilih Pemilu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 10

Penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan
oleh Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsg dan/atau KPU
Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan
disertai dengan cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy).

Penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
memperhatikan jadwal pelaksanaan penetapan/pengesahan daftar pemilih
sementara, yaitu paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari dan tangga
pemungutan suara.

Pasal 11

KPU Proving dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyusun data/daftar
pemilih berdasarkan DP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan
menggunakan formulir Model A — KWK.KPU, paling lama 4 (empat)
bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU
Kabupaten/Kota dibuat sebanyak jumlah PPS dan jumlah rukun tetangga
(RT) dan/atau rukun warga (RW) disampaikan kepada PPS melalui PPK,
dengan ketentuan :

a. 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang
mudah dijangkau masyarakat; dan

b. 1 (satu) rangkap masing-masing disampaikan kepada ketua RT dan/atau
RW atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.

Data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
formulir Model A — KWK.KPU, paling sedikit meliputi :

a. Nomor Urut;

b. Nomor Pemilih;

c. Namalengkap;

d. Tempat/tanggal lahir (umur);
e. JenisKelamin
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3)
(4)
(5)

f. Status perkawinan;
g. Alamat tempat tinggal; dan
h. Jenis cacat yang disandang.

Untuk pengisian nomor pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b adalah nomor KTP/NIK.

Apabila nomor KTP/NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
tidak ada, maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi.

Penyusunan data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari.

BAB I

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

(1)

(2)

Pasal 12

PPS setelah menerima data/daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melakukan pemutakhiran daftar
pemilih, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. menyusun daftar pemilih sementara dengan membagi pemilih untuk tiap
TPS paling tinggi 600 orang, dengan memperhatikan, antaralain :

1) tidak menggabungkan desa’kelurahan;

2) memudahkan pemilih;

3) hal-hal berkenaan dengan askpek geografis;
4) tenggat waktu pemungutan suaradi TPS; dan
5) jarak dan waktu tempuh menuju TPS.

b. melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi daftar pemilih sementara
kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain diwilayahnya untuk
mendapatkan tanggapan perbaikan;

c. memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan
pengurus RT/RW atau sebutan lain; dan

d. menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan daftar pemilih
sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat.

PPS dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model
Al - KWK.KPU yang berbasis RT/RW.
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PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari 1 (satu) orang
untuk setiap TPS.

PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari perangkat
kelurahan/desa atau RT atau RW atau sebutan lain atau warga masyarakat
setempat, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS yang
bersangkutan.

Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari, dengan
ketentuan pengalokasian waktu kegiatan penyusunan Daftar Pemilih
Sementara olen PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
ditetapkan oleh PPS yang bersangkutan.

Pasal 13

Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan
ketentuan :

a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampa dengan hari dan
tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala
daerah sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;

c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau
sebaliknya;

d. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan
daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah
atau Pemilu terakhir;

telah meninggal dunia;

pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa’kelurahan tersebut;
yang terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda;
perbaikan penulisan identitas pemilih; atau

. yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih
sebaga mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti
atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan

> @ ™o
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3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

dengan surat keputusan pensiun/ pengangkatan dari pejabat TNI dan
POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan
POLRI.

Berdasarkan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PPS dengan dibantu PPDP menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih
Sementara dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.KPU.

Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK.KPU) sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditetapkan/disahkan
(ditandatangani) PPS serta dibubuhi cap PPS.

Pasal 14

Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)
diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau
masyarakat dan disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan/atau rukun
warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.

Daftar Pemilih Sementara sebagamana dimaksud pada ayat (1)
diumumkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 15

Dalam jangka waktu pengumuman sebagai mana dimaksud dalam Pasal 14,
pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat
menggjukan usul perbaikan mengenal penulisan nama dan/atau identitas
lainnya kepada PPS.

Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau
anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan
Informasi tentang pemilih kepada PPS, yaitu berkenaan dengan pemilih :

a. yang telah memenuhi syarat pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf a;

b. yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;

c. yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status
menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisan Negara Republik
Indonesia;

d. yang terdaftar sudah meninggal dunia;
e. sudahtidak berdomisili di desa’kelurahan tersebut;
f. yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda; dan/atau
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g. yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai
pemilih sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i.

Apabila usul perbaikan dan informasi sebagamana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diterima, PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih
sementara.

Apabilaterdapat nama pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih
Sementara, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam daftar pemilih
tambahan dengan menggunakan formulir Model A3.2 - KWK.KPU.

Pasal 16

Pemilih (tambahan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) secara
aktif melgporkan kepada PPS di kelurahan/desa melalui pengurus RT/RW
atau sebutan lain.

Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sgak berakhirnya
pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14.

Pasal 17

Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagamana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (4), diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.

Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditukarkan
dengan kartu pemilih setelah daftar pemilih tetap disahkan oleh PPS
dengan menggunakan formulir Model A3.3 - KWK.KPU.

Pasal 18

PPS dengan dibantu oleh PPDP mencatat data/nama pemilih (tambahan)
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16 ke dalam Daftar Pemilih Tambahan
untuk setiap TPS dengan menggunakan formulir Model A2 - KWK.KPU.

Pencatatan data/nama pemilih (tambahan) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (3).

Pasal 19

Daftar Pemilih Tambahan (Model A2 — KWK.KPU) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh petugas
pemutakhiran data pemilih serta ditetapkan/disahkan (ditandatangani) oleh PPS
serta dibubuhi cap PPS.
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Pasal 20

(1) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat
dengan bantuan petugas kelurahan/ desa, pengurus RT/RW atau sebutan
lain untuk mendapat tanggapan masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sgjak
berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19.

(3) Daam jangka waktu sebagamana dimaksud pada ayat (2), pemilih
tambahan dapat menggukan usul atas perbaikan penulisan nama dan
identitas lainnya.

(4) Apabila usul sebagamana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS
segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih  Tambahan dengan
menggunakan formulir Model A3.1 - KWK. KPU.

Pasal 21

Daftar Pemilinh Sementara (Model A1 — KWK.KPU) sebagaimana dimaksud
daam Pasa 13 ayat (4) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2 —
KWK.KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, digunakan oleh PPS
sebagal bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap.

BAB V
DAFTAR PEMILIH TETAP
Pasal 22

(1) Daftar Pemilin Sementara (Model A1 — KWK.KPU) dan Daftar Pemilih
Tambahan (Model A2 — KWK.KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21, disusun oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan
formulir Model A3 — KWK.KPU.

(2) Daftar Pemilih Tetgp sebagamana dimaksud pada ayat (1)
disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS.

(3) Daftar Pemilih Tetap (Model A3 — KWK.KPU) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diumumkan di PPS/Desad RT/RW atau tempat lain yang
strategis, mudah dijangkau/ diketahui oleh masyarakat.

(4) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sgjak berakhirnya
jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
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Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara
tetapi ternyata tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, PPS segera
memperbaiki dengan memasukkan nama pemilih tersebut dalam Daftar
Pemilih Tetap, dengan ketentuan bahwa pemilih tersebut masih memenunhi
syarat sebaga pemilih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

Daftar Pemilih Tetap sebagamana dimaksud pada ayat (2)
disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS
paling lama 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan
suara.

Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan
oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk dicetak sesuai
kebutuhan.

Pasal 23

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan Daftar
Pemilih Tetap untuk tiap TPS.

PPS menyusun Daftar Pemilih Tetap dalam 4 (empat) rangkap, dengan
ketentuan :

a. 1 (satu) rangkap disampakan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui
PPK sebagai bahan pembuatan kartu pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran | Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49
Tahun 2008;

b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk
diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurusi tugas bidang
kependudukan dan catatan sipil setempat sebaga bahan pemutakhiran
data penduduk;

c. 2 (dua) rangkap untuk PPS, yaitu :
1) 1 (satu) rangkap untuk PPS;

2) 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan Daftar Pemilih
Tetap untuk tigp TPS di dalam wilayah kerja PPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1);

Jumlah 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap sebagai mana dimaksud pada
ayat (2) huruf a oleh KPU Kabupaten/Kota diteruskan kepada KPU
Proving untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
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Pasal 24

Selain Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2),
PPS menyampaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (4) dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

(1)

(2)

3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(1)

Pasal 25

Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf
a dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan
rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.

Penyusunan dan penetapan rekapitulas jumlah pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang
dihadiri olen PPS, Panwaslu Kecamatan, dan tim kampanye pasangan
calon.

Dalam rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwaslu
Kecamatan atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan
apabilaterjadi kekeliruan dalam rekapitulasi.

Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data-
data autentik.

PPK wajib menindaklanjuti masukan sebaga mana dimaksud pada ayat (4)
apabilaterbukti data-data yang ditunjukan benar.

Hasil rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan
dalam Berita Acararapat pleno PPK.

PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagai mana dimaksud
pada ayat (2) untuk tigp PPS di wilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua)
dengan menggunakan formulir Model A5 — KWK.KPU.

PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten/K ota masing-masing :

a 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlan pemilih terdaftar per
kelurahan/desa atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK; dan

b. 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS dalam
wilayah kerja PPK.

Pasal 26

Rekapitulas jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetgp yang
diterimadari PPS melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
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(8), digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota sebaga bahan penyusunan
rekapitulasi jumlah pemilih.

Penyusunan dan penetapan rekapitulas jumlah pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU
Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kabupatn/Kota, dan
tim kampanye pasangan calon.

Dalam rapat pleno KPU Kabupaten/K ota sebagai mana dimaksud pada ayat
(2), PPK, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau tim kampanye pasangan calon
dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam
rekapituklasi.

Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data-

data autentik dan butki tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih,
dan lokasi TPS.

KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklgjuti masukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno
KPU Kabupaten/K ota.

Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten/K ota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten/K ota.

KPU Kabupaten/K ota membuat rekapitulas pemilih terdaftar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) untuk tiap PPK di wilayah kerjanya dalam rangkap
4 (empat).

Daam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan
Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan
rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci untuk tiap
desa’kelurahan atau sebutan nama lainnya dalam wilayah Kabupaten/K ota
dengan menggunakan formulir Model A6 — KWK.KPU, paling lama 45
(empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

KPU Kabupaten/K ota menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar
sebagal mana dimaksud pada ayat (1) kepada

a. Pemerintah Dagrah sebanyak 1 (satu) rangkap;
b. KPU Provins sebanyak 1 (satu) rangkap;
c. Panwaslu Kabupaten/Kota 1 (satu) rangkap;

d. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik
(softcopy).
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(1)

(2)

3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

(9)

Pasal 27

Rekapitulas jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetgp yang
diterima dari KPU Kabupaten/K ota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (9), digunakan oleh KPU Provinsi sebagai bahan penyusunan
rekapitulasi jumlah pemilih.

Penyusunan dan penetapan rekapitulas jumlah pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Provins yang
dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi, dan tim kampanye
pasangan calon

Dalam rapat pleno KPU Provins sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
KPU Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau tim kampanye
pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan
dalam rekapituklasi

Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data-
data autentik dan butki tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih,
dan lokasi TPS.

KPU Provinsi waib menindaklguti masukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provins.

Hasil Rapat Pleno KPU Provins sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi.

KPU Provins membuat rekapitulasi pemilih terdaftar sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) untuk tigp KPU Kabupaten/Kota di wilayah
kerjanya dalam rangkap 4 (empat)

Daam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provins menyusun
dan menetapkan rekapitulas jumlah pemilih terdaftar tigp kabupaten/kota
yang terinci untuk tiap kecamatan dan kelurahan/desa atau sebutan nama
lainnya dalam wilayah Provinsi dengan menggunakan formulir Model A7 —
KWK.KPU, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan
tangga pemungutan suara.

KPU Kabupaten/K ota menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar
sebagai mana dimaksud pada ayat (1) kepada :

a. Pemerintah Dagrah sebanyak 1 (satu) rangkap;
b. Panwaslu Provins 1 (satu) rangkap;

c. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik
(softcopy).
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Pasal 28

Rekapitulas jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
dan Pasal 27 digunakan sebaga bahan penyusunan kebutuhan surat suara,
formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah serta proses pendistribusiannya.

(1)
(2)

3)

(4)

(1)

(2)

3)

Pasal 29

KPU Kabupaten/Kota melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap
pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.

Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih,
nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat
pemilih.

Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diis oleh
KPU Kabupaten/ Kota berdasarkan data pemilih dalam Daftar Pemilih
Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh KPU Proving untuk Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota
berdasarkan format dan spesifikas teknis yang ditetgpkan dalam Lampiran
| Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagai mana diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan
dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil
Walikota, dapat menggunakan 1 (satu) jenis kartu pemilih.

Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, kartu pemilih yang
digunakan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dapat digunakan
untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil
Walikota.

Dalam hal adanya penambahan jumlah pemilih di kabupaten/kota KPU
Provins dan KPU Kabupaten/K ota membuat kartu pemilih kabupaten/kota
sesual dengan penambahan jumlah pemilih.
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(1)
(2)
3)

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

Pasal 31

PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat
kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.

Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih
dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
sudah selesai paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal
pemungutan suara.

Pasal 32

Untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari
pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat
pemilih yang meninggal dunia

Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada
kolom keterangan “meninggal dunia’.

Selain hal tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), Daftar Pemilih Tetap dapat
diadakan perubahan, apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota
keluarganya kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam data
pemilih atau Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdapat dalam Daftar
Pemilih Tetap.

PPS berdasarkan Iaporan pemilih atau anggota keluarganya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melakukan pengecekan terhadap Daftar Pemilih
Sementara, gpabila ternyata nama pemilih tersebut terdapat dalam data
pemilih atau Daftar Pemilih Sementara, nama pemilih tersebut dimasukan
dalam Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 33

Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS
menyampai kan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tigp TPS kepada KPPS,
dengan ketentuan :

a. untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk anggota KPPS ke-2
dan ditempel di TPS;
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b. untuk disampaikan kepada Saks tiap pasangan calon peserta Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dagrah masing-masing sebanyak 1
(satu) rangkap; dan

c. untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap.

(2) Penyampaian salinan Daftar Pemilin Tetap untuk tiap TPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal
pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS.

Pasal 34

(1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di
TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di
TPS pada Lembaga Pemasyarakatan/rumah tahanan yang bersangkutan,
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran
kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Pasal 36

Dalam pelaksanaan tahap pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih dalam
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam
Peraturan ini, tidak menggunakan bentuk jenis formulir sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran |l Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

Pasal 37

(1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemutakhiran data pemilih dan
daftar pemilin Pemilu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagai mana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran Peraturan ini.

(2) Pengadaan formulir pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih Pemilu
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagamana dimaksud
padaayat (1), dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/K ota.

Pasal 38

Pengadaan formulir blanko kartu pemilih tambahan dan/atau perbaikan
dilaksanakan oleh KPU Proving atau KPU Kabupaten/K ota.
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Pasal 39

Untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU
Provinsg atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata
cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan ini.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 40

KPU Provins/KIP Provins berkewajiban menyampaikan laporan tahapan
pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih kepada KPU dan
menyampal kan tembusannya kepada Bawas| u.

KPU Kabupaten/Kota/lKIP Kabupaten/Kota berkewgiban menyampaikan
laporan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih kepada KPU
dan KPU Proving/KIP Provins serta menyampaikan tembusannya kepada
Bawaslu.

Pasal 41

Daftar Pemilih Sementara dan/atau Daftar Pemilih Tetap sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan ini dapat diserahkan kepada pasangan calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta dipublikasikan melalui
website.

Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan/atau disahkan
(ditandatangani) olen PPS dan dibubuhi cap PPS sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan ini, dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1
(satu) kali, dengan ketentuan :

a. dilakukan dalam rapat pleno KPU Proving atau KPU Kabupaten/Kota
yang bersangkutan berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang
nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain
pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh tim kampanye pasangan
caon yang direkomendas olen Panwaslu Provins atau Panwaslu
Kabupaten/Kota; dan

b. secara teknis yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan
pendistribusian surat suara, formulir-formulir, dan aa kelengkapan
pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 42

Untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan umum kepala
daerah dan wakil kepala daerah di Provins Nanggroe Aceh Darussallam,
berlaku Peraturan ini dengan ketentuan :
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a. perkataan KPU Proving dan/atau KPU Kabupaten/Kota di baca KIP
Provins dan/atau KIP Kabupaten/Kota di wilayah KIP Provinsi Nanggroe
Aceh Darussallam;

b. berkennaan denga formulir Seri A sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Ini disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 43

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran data pemilih dan daftar
pemilin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, KPU Provins dapat
membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/K ota, Pemerintah Daerah, dan instansi lain yang dianggap perlu.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44
Dengan berlakunya Peraturan ini :

a KPU Proving/KIP Proving dan/atau KPU Kabupaten/Kota/KIP
Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih dan
daftar pemilih sebelum Peraturan ini berlaku, dinyatakan sah dan berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

b. KPU Proving/KIP Provins dan/atau KPU  Kabupaten/Kota/KIP
Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan proses pemutakhiran data
pemilih dan daftar pemilih sampa dengan pengesahan Daftar Pemilih
Sementara, setelah Peraturan ini berlaku, tetap menggunakan Peraturan KPU
Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan
Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;,

c. KPU Proving/KIP Proving dan/atau  KPU Kabupaten/Kota/KIP
Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan proses pengadaan yang
bersangkutan dengan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih, apabila
telah menetapkan pemenang dalam proses pengadaan tersebut, tetap
menggunakan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata
Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
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BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor
67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar
Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46
Peraturan ini mulai berlaku padatangga ditetapkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatangga 24 Juni 2010

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
H.A. HAFIZ ANSHARY A.Z.
Diundangkan di Jakarta
padatangga 24 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALISAKBAR
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Lampriran ; Peraluran Komisi MFemiliban Umom
Marnge 12 Tahun 2010

CONTOH JENIS FORMULIR MENDAFLARAN I'EMITIIN
FEMILU KEPALA DAERAH NAMWAKIL. KEFALA 1DAERAH

hadel & - KWK KL

Rladel AT - KWRETD

hfodel A2 - KWEEFPU

KW EL K PL

Mlel A5 -

Bl As - KWERPL
Midel AG2 - KWE LU

Meoddel 2535 - KK ETU

Medel Ad - KWK AL

Miewiel A5 - KWK KL

Model AE - Ewk kL

Model AT - EW s RFL

Model AZ - KW EPL

Dt Femnilih TPemilibun Umom Kepali Dacrab dan ¥eakil
Erepala Daerah,

Caftor TFeoilil Seaeclara Pemilihan Limuem Kepala

[2aneah dan Wakil Kepala Daerah.

[aftar Pemilih Tambahan Pemilihon U Fapala
Dracude dlan Wakil Eapala [aerah.

12zftar Femiililhy Tetap Pemulihan Timum Bopala Dacesi
dan Wakil Kepala [aetah.

barmulit Parkaikar Daftor Pemmalih Sereenlisrns,
Farmulir Datz Pemilih Tambahan.

Tormusir Tareda Bukli Telah idaftar Sebapai Teonilin
Tambal-an.

Salinenn Doftur Perndlh Tetap Untok TS Temiliban
Looninm Kepala Doerah don Wekil Fepala Tacrah.

Rekapituliet Juwdab Peilib Peedaftzr Pemilihan Unigm
Eepala Daerah dan Waldl Kepal Ducrah olek Panilia
Tenilibon Kecamaian.

Rokapitclas: Jurdsh Peadlibh Terdarar Pemilikan Tinam
Kepala Laerab dan Wakil Eepola Dacah cldy KPU
K.ahupaten Foma.

Kekapitulas Jumlah Pemililie Teedallar Femilikan Lmam
Fepala Dasrah dan Wakil Fepola Dacrall oleh EPL

TProvinst.

Liral Keterangan antak Muemberihan Suara di TPS 1aie
Jalom FPeaily Kepala Nasrah dan wakil Kepaol Do,

Pitetapxan di Jakarta

Pt Larygal .

SKETia,

Frof, 17K, H.A. HARLL ANSIIARY AZ, MLA,

2010, No.302
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LINLCL

MGOEL A3.3 - KWK.KPU

FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DHDAFTAR
SEBAGAlI PEMILIH TAMBAHAN 1]

Wlzma Kepaa Rumah Tungl

Alrit

TN

TS e e e e

10, R . _ " Slalus ate
LiRUIT Rarma el Tambahzn Tawcal Lasir Pl cvwir-can Agtarangan
i
Yang meaneinsa Petugas | panquris BTORW

N PSP PR LA LU TR

Lo zingdiged _ . e ———

MODEL A3.3 - KWI{.KF‘u

FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTAR
SEBAGAI FEMILIH TAMBAHAMN 1}

|T\Inma Kepala RLerah TENGEE | o0 e e
[amal PR PP PR PP
AN e ke e L
—'J{“' | I | ~ancaal Lahir Sitatus Kererzngan
LRLT Ma~a Periliin T2-rbanan | Tanggal Pelawinan e
|
1
AN rScanin Petigas [ sengurus RTEW,
b e ] PP

Cemhaban
1 Lersbar sorla na unkli petag.e (Psoguns RTRW)
24 Lerkar sovic unlk partilii o . anggsia ke sarga verg mew kil ps Tk



http://www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.302

37

o A T i & H T P [ i
| rd [ ML e S0 I —_— . Lrun
CIE WeOREHEIS M TWEILIMIL INdWAL LT e I LT e I HITHIFSe wirivi R EER Y ot
L | smEr SLY1S :
e RN
MYy LwheadH
T . 1SHIAQY G L NEHYHD T SS0
e (LWL =dl

MNdAAMA - P9 1300W 4|4

HeHIWO vIvdSH THYA N D HYHIYO Y1V d3H NN 3d

SdL HNLINN 7131 HITIWEd Hvldvd NYNTTYS

HOREMLNY



http://www.djpp.depkumham.go.id

38

2010, No.302

refiling

2pe g g Sowed Hur

[HILEES |3 T -4
-
LETELLEIE = oo

MERYET =]

........................................... Eeiuy 7 U Se
Sl e beereieeeeeeseeessssreesss e . enEY L AR YR - 4
I YRR = g2
uelivEy Bpue| RUIEtE LENIJ Wiy =/
UL SR
VWIS HYLNEMITZ o] .
............ TRONTY e i sl wi[Ep B eSI0 - UB{EIED
1
|
—_— . : - = i m v T I 1
d 1 (e "
- . . . wIE 1Y . e i 1rin
L2 porabe 215 TETITMIL Ly L (LT T MY RWHIWW A= T SNEIEIRL B 1l | HIT G wls™ =TT S 20RCH £
gL HhLE T T
o ) R R LR
- g ! ! ] o
ISHIAOHEA L RWHY RN u_u_...d..n a0
- A= Sdl

u

Nd¥ WA - ¥ 13A0W



http://www.djpp.depkumham.go.id

E CONTOH

39

MODDEL AS - KWK.KPU

REKAPITULAS! JUNMLAK PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAM UL
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEFALA DAERAH
OLEH FAMNITIA FEMILIHAN KECAMATAN

PAMETIA PERILIHAM KECAMATAN
KaBLPATERMKOTA
PEOVEMSI

5T e
MILIH TERDAFTAR JUMLAH|
ha L MARA CESAHKE LIRAHAN FEML e | T
LakI-LaKI |PEHEMPEUAN [JURLAH *
1

Cistatz=:

11 = corol yong sides pau
24 = Banyaknyd jumlah zardi i zaban

Qisil«an O sapat piene PR Tanggal ...
PAMITIA PEME HAN FSCEMWMATAN

. Kotia

Seryyata
drgyata
Arggota
. B3O

LRy

Haria

l'angs Tranges
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| MODEL A5 - KWK KPy

REKAPITULASI JUMLAH PEMIEIH TERDAFTAR PEMILIHAN LIMLIA
KEFALA DAERAH DAM WAKIL KEFALA DAERAH
OLEH KPU KABUPATENKOTA,

KEU HABURATEMNMOTA ¢
FROVIME

Halarian = .

FEMILIH TEHGAR AR JUMLAH|
Mg Lt PR S KECARNT Al £ Sl —ome| TR | KET2)
o LAKILAKI | PEISNPUAN | JUMLAH
N - -
. —_— I
—_— — [ I oee mm—
] - . |- _ |
. — - . . - —
1_ _ - _ _ 1 L ]

Ceralan .
1 = quarel yang tdak pulu
1= Danyasnya umas psnilllhsmbakas

b -

EF TR )

Misankan salair vapal Slang RPLUD KABROTEA Tanugsl ...

. Kstug

L Aresali
Aransii
Atz lE
AL B

OIS PEMILIHAN UMUK KABUPATERRT TA

hara

Tanya Tangan
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MODEL A7 - KWK KFU

REHAPITULASL JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PFEMILIHAMN UMLIMN
KE“ALA FMAERAH DAN YWAKL . KEPALA DAERAH
DLEH KPU PROVIMNS]

KL FROVINGI

Balzran ...

=2, AFTS JURLAH|

Mo Jwl|  MAMA KAHUPATZUNWOTA = Alh TERDAFTAR thival R i
_dkLAKL  PEREMPUSN | JUNLAN i

S — =T =T

Cokalan
17 = gl wang Tidak peel
& = Bargaknya arilal parrilit w2

—izarsan calan agal zhew KAUD Pravins Tanogal
KRS FERZ1 A UL PRCVIRE

Pearma
COHBIET e e e
. ARgR
. Aagan
L Baggols
0. Mgguls

PRy TR

Tanga Targaa
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Bodul 48 - KWILKEU]

CO O]

LSUKAT EEVERANGAN
LNTUR MEMHBERIKAN SUAKRA LIPS LALN
DALAM PEMILTHAN UMUM KEPALA IXARRALL DAMN WALIL KEFALA DAFRAILL
TAHUM ¢ i

slent TFamilia
R B

A lameat

Terdatiar dalam 'eeniith Filay:
TG asal) T,

Lhesin S B lural e

Kal:woaleny keta

2 I'rowinse

Vigunakan elek 'emnith=} anluk menggunakion s iea antok memilic e berikan suava dit)
TS Tajeen: R % Fobwonten Kot

Lo f Kalurahan 1. Provinsi

= Ttk dicaroure ke idam Datter Prmill Tonlsalan

Ao Ketaa X210 Kz apiien o

T'znitia Pemun,
Eema.

Dodel A% - KWK.KPL

COMNTOIL

SURAT KETERMNGATY )
UNTUK MEMBERIKAN SUALRA DITES LAIM )
[DALAK PEMVIILLIAN UM UM KEPALA DATRAH 124N WAKIL KEPALA TrALIRATT
TARLM 1 e e

“devazt Pamiliv
lama
Sdwmat

Jer:LaNar dalam, Temitih Litape
Tl [waal) -
1 Tusa s Eelura har

3 Zahugalang Bt
4. I'roeinss

idignnrkan ateh Posmiliam wopd menggueakan haknya wrbul. wzniling meenberikan suirs d
e Tujuar) 4. Basvpann/Fata oo
i‘--:--m:.-':{el111.:h.1|| 1. Frowinsi LI
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